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Surabaya, 14 Juli 2003

Saudara-saudara menteri,

Saudara-saudara para gubernur, bupati dan walikota

Hadirin yang saya hormati,

Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Untuk kesekian kalinya, kita kembali berkumpul guna membicarakan masalah yang memang penting dalam penyelenggaraan kehidupan nasional kita. Arti dan perannya telah lama kita pahami, tetapi perwujudannya belum juga dapat kita selesaikan. Riak-riak perbedaan intrepertasi ataupun kepentingan disektor-sektor terutama seperti pertambangan, kehutanan, prasarana wilayah, lingkungan tampaknya masih mendominasi persoalan dibidang ini. Tetapi bersamaan dengan itu, kita juga memiliki catatan, beberapa persoalan tata ruang ini lebih banyak lagi ditimbulkan oleh penyimpangan, sikap kurang konsisten, dan kelemahan kita semua dalam mengendalikan penegakan norma yang justru telah kita tetapkan.

Dengan UU No.24 tahun 1992, kita telah meneguhkan pengaturan masalah Tata Ruang Nasional itu. Melalui PP No. 47 tahun 1997 kita juga sudah menjabarkan aspek administrative tata ruang tersebut, khususnya yang berkenaan dengan wilayah nasional. Agar penyusunan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah dapat berlangsung dengan tingkat ketelitian yang sama, dengan PP No. 10 tahun 2000 telah pula diberikan panduan berupa norma-norma penyusunan tata ruang tersebut. Dalam rangka pengendalian selanjutnya, khususnya untuk menyerasikan langkah-langkah penyusunan tata ruang dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, telah pula ditetapkan pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dengan Keputusan Presiden No. 62 tahun 2000.

Dengan perangkat seperti itu, pertanyaan yang sering muncul adalah apa lagi yang sesungguhnya masih harus dilakukan agar penyusunan tata ruang dapat berlangsung sesuai dengan fungsi dan aspek-aspek seperti diisyaratkan dalam Undang-undang? Salah satu persoalan yang selama ini tampil menonjol adalah kekurang berhasilan kita dalam menyelaraskan, menyingkronkan dan memadukan berbagai rencana dan program sektor dalam rangka mengelola tata ruang itu. Pada bagian lain, harus diakui, masalah tata ruang juga muncul karena sikap kita sendiri yang seringkali kurang konsisten dan kurang terbuka dalam menetapkan atau mengubah tata ruang itu sendiri. Bila benar ini yang menjadi masalah, mungkin kita perlu, walau sejenak, dengan rendah hati bertanya lagi kepada diri sendiri, apakah selama ini kita telah benar-benar iklas menempatkan kepentingan kita masing-masing dalam kerangka tata ruang ini.

Dengan tuntunan yang telah begitu jelas, dengan pemahaman yang sudah barang tentu tidak perlu diragukan lagi, saya kali ini minta agar saudara-saudara dengan sungguh-sungguh dapat bergerak maju dalam persoalan tata ruang ini. Adalah suatu hal yang akhirnya kurang dapat dicerna nalar, bilamana dari tahun ke tahun, secara rutin kita bertemu dalam rapat yang besar seperti ini hanya lagi-lagi untuk sekedar mendengar semacam penyegaran ataupun pencerahan tentang norma dan desain pengaturan ruang wilayah.

Saya memahami, benturan antara penentuan fungsi kawasan dengan aspek kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, sehingga saat ini belum kunjung selesai, dan dalam beberapa hal malah meruncing. Tidak mustahil, kondisi seperti itu masih akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Persoalan yang terjadi disekitar kegiatan pertambangan dan pengelolaan hutan atau mungkin dalam sektor-sektor lainnya, hampir dapat dipastikan akan selalu terjadi dan harus dapat kita antisipasi.

Dalam kesempatan ini, saya meminta BKTRN dapat memberi prioritas dalam memberi prioritas pada penetapan alokasi fungsi-fungsi yang lebih tegas dalam penataan ruang wilayah nasional dan dengan jelas memberikan arahan peruntukan di setiap bagian wilayah tersebut bagi kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisinya. Tanpa penyelesaian mengenai hal ini, rasanya bukan saja kita sulit menentukan program-program pembangunan yang tepat, tetapi dari waktu ke waktu kita juga akan selalu menghadapi benturan antara prioritas dan program nasional dan daerah.

Pada saat  yang sama, saya juga minta perhatian yang sungguh-sungguh kepada Saudara-saudara para Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap dua hal yang hingga saat ini selalu saya amati.

Pertama, untuk memberi kerjasama yang sebesar-besarnya kepada upaya penyelesaian penataan ruang wilayah nasional tadi. Saya berharap, kita dapat memperoleh penyelesaian yang optimal bila kita dapat bersama-sama menahan diri dari keinginan untuk membela secara berlebihan kepentingan masing-masing.

Kedua, hendaknya pengelolaan tata ruang daerah dapat diselenggarakan sebaik-baiknya, lebih terbuka, dan dengan kearifan.

Masalah yang kedua ini saya mintakan perhatian, mengingat kewenangan untuk itu. Oleh Undang-undang Tata Ruang telah diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pada saat yang sama, persoalanan yang hingga saat ini justru dihadapi banyak pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, cenderung selalu berkaitan dengan kepastian alokasi ruang di daerah yang bersangkutan. Perlu diwaspadai, bahwa pada satu titik, penentuaan alokasi ruang dalam rangka penataan ruang di daerah  ini akan berjalan seiring dengan penata gunaan tanah.  Dan pada gilirannya juga berpengaruh besar pada jenis-jenis hak yang dapat diberikan atas tanah dalam ruang yang bersangkutan.

Demikianlah Saudara-saudara, kalau kita dapat segera menetapkan alokasi yang tegas dalam penataan ruang wilayah nasional ini, kita akan dengan cepat menyelesaian banyak masalah yang selama ini membelit kita. Pada gilirannya, pemerintah daerah juga dapat dengan cepat membuat koreksi terhadap rencana pembangunan daerah yang bersangkutan. Terwujudnya hal yang satu ini, bagaimanapun juga akan ditunggu dunia usaha, yang memang sangat mendambakan kepastian dalam kegiatan mereka.

Dengan beberapa harapan tadi, saya akhiri sambutan saya dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional ini. Selamat bekerja. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.







Surabaya, 14 Juli 2003
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